
                                        
 
 
 

 
GUBERNUR PAPUA  

PERATURAN GUBERNUR PAPUA 
 

NOMOR   31   TAHUN  2022  
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 6 
TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA  

TAHUN ANGGARAN 2022 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

Lampiran : 1 (satu). 
 

GUBERNUR  PAPUA, 
 

Menimbang : a. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis 
Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua telah 
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 10 Tahun 
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 
6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri 
Sipil Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Papua Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan perubahan sesuai 
dengan perkembangan dan kebutuhan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 
Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 
Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua 
Tahun Anggaran 2022;  

 
Mengingat :  1.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di 
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 

 
3. Undang-Undang ……../2 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398);  

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3089) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Perubahan Keempatbelas Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5121); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6718);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang 
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi 
Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6730); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang 
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk 
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan 
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6731); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor 1); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan  Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

21. Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor 1); 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900-4700 Tahun 2020 tentang 
Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan 
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan 
Pemerintah Daerah;  
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS 
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA 
TAHUN ANGGARAN 2022. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Elektronik Di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 
Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Gubernur Papua Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 
Negeri Sipil Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 
Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor 10), diubah 
sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 22 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 22 

 
(1)  PNS dan CPNS Kelas Jabatan 1, Kelas Jabatan 2, Kelas Jabatan 3 dan 

Kelas Jabatan 4 berdasarkan pertimbangan objektif Kelas Jabatan 
dinaikan prosentasenya dari TPP Dasar. 

(2)  Kenaikan prosentase TPP dasar yang telah mengalami pembulatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :  
a. Kelas Jabatan  1 dinaikan 130% (seratus tiga puluh persen) dari TPP 

Dasar; 
b. Kelas Jabatan 2 dinaikan 90% (sembilan puluh persen) dari TPP Dasar; 
c. Kelas Jabatan 3 dinaikan 60% (enam puluh persen) dari TPP Dasar; dan 
d. Kelas Jabatan 4 dinaikan 40% (empat puluh persen) dari TPP Dasar. 

(3) PNS dan CPNS Kelas Jabatan 5 sampai dengan Kelas Jabatan 16 tetap 
menggunakan TPP Dasar yang telah mengalami pembulatan. 

(4) Kelas Jabatan 16 diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban 
kerja sebesar 325% dari TPP Dasar setelah pembulatan. 

(5) Kelas Jabatan 9 diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 22 
% (dua puluh dua persen) dari TPP Dasar yang telah mengalami pembulatan. 

 
2. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 23 
 

(1) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Utama, diberikan tambahan penghasilan 
berdasarkan beban kerja yang besarnya 448 % dari TPP Dasar setelah 
pembulatan. 

(2) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Madya diberikan tambahan penghasilan 
berdasarkan beban kerja yang besarnya 406 % dari TPP Dasar setelah 
pembulatan. 

(3) Jabatan Fungsional dengan kelangkaan profesi di RSUD dan RSJ diberikan 
tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada dokter sub spesialis  
dan dokter konsultan sebesar 100 % dari TPP Dasar setelah pembulatan. 
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3. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  
 

Pasal 24 
 

(1) Dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan 
tambahan waktu kerja khusus pada SKPD tertentu diberikan tambahan 
penghasilan berdasarkan beban kerja yang besarnya 60 %  (enam puluh 
persen) dan kondisi kerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari TPP 
Dasar setelah pembulatan. 

(2) SKPD tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Gubernur.  

 
Pasal II 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. 
     

 
Ditetapkan di  Jayapura 
pada tanggal 7 Juni 2022                         

              
GUBERNUR PAPUA, 

CAP/TTD 
LUKAS ENEMBE, SIP, MH 

 
 
Diundangkan di Jayapura 
Pada tanggal 8 Juni 2022 
   Sekretaris Daerah Provinsi Papua 
               CAP/TTD 
  Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM 
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 NOMOR 31 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 
 
 
 

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH 
NIP. 19661202 198603 1 002 
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